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BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Jual beli dengan cara ijon masih banyak dilakukan di lingkungan

masyarakat terutama di lingkungan perdesaan. Sedangkan jual beli dengan

sistem ijon hukumnya belum pasti. Menurut Hukum Perdata menjual buah

dengan sistem ijon boleh saja tergantung antara penjual dan pembeli jika

sama-sama sepakat boleh saja dan sah, sedangkan menurut Hukum Islam jual

beli dengan sistem ijon tidak boleh (bathil) bisa mengalami kerugian karena

buah tersebut  masih dipohon tetapi orang yang mempunyai pohon yang

buahnya mau dibeli tersebut sudah diberi uang,  sedangkan buah tersebut

masih kecil belum siap dipanen.1 Dari uraian di atas jual beli dengan sistem

ijon bisa merugikan penjual maupun pembeli. Jika buah yang masih di pohon

tadi dimakan hama atau terkena musim hujan otomatis hasil yang didapat

tidak maksimal dan bisa menguntungkan orang yang menjual, sedangkan jika

buahnya tumbuh banyak dan tidak diserang hama maka itu bisa

menguntungkan pembeli (pemborong).

Islam sebagai ajaran rahmatan lil’alamin, semangatnya bertumpu

pada kemaslahatan yang hakiki termasuk syariatnya dalam bidang muamalah

1 Setiawan Budi Utomo, Fiqih Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer, (Jakarta:
Gema Insani Press, 2003), hal. 51
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(bisnis). Kaidah fiqh mengatakan bahwa pada prinsipnya hukum muamalah

adalah boleh selama tidak ada dalil yang mengharamkanya.2

Prinsip sentral syariat Islam menurut Ibnu Qoyyim dalam I’lam al-

Muwaqqi’in sebagaimana yang dikutip Andriwarman adalah hikmah dan

keselamatan manusia di dunia dan akhirat. Kemaslaharan ini terletak dalam

keadilan yang merata, rahmat (kasih sayang dan kepedulian), kesejahteraan

dan kebijaksanaan. Apa saja yang mengubah keadilan menjadi kedhaliman,

rahmat menjadi kekerasan, kemudahan keadilan menjadi kedhaliman, rahmat

menjadi kekerasan, kemudahan menjadi kesulitan, dan hikmah menjadi

kebodohan maka hal itu tidak ada kaitanya dengan syariah.3

Dalam nash-nash al-Qur’an dan sunah Rasulullah, Islam menyeru

dengan seruan yang keras untuk berdagang, mengelolanya dengan baik,

bahkan memberi semangat untuk mengembara dalam rangka berniaga. Islam

menamakannya dengan “mencari karunia Allah”. Penyebutan orang-orang

yang berjihad di jalan Allah SWT.4

Pada umumnya syariat Islam dalam bidang muamalah hanya

memberikan petunjuk-petunjuk dan prinsip-prinsip yang sifatnya umum dan

mendasar. Hal-hal yang rinci, detail, dan teknis tidak diatur tetapi diserahkan

kepada manusia melalui proses ijtihad: “Antum a ‘lamu bi umuri dunyakum”

kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian. Dengan demikian, bidang

2 Yunus Qardhawi, Halal Haram dalam Islam, (Surakarta: Era Intermedia, 2003), hal.
197

3 Andriwarman Karim, Bank Islam (Analisis Fiqih dan Keuangan), (Jakarta: PT. Raja
Grafindo Persada, 2004), hal. 9

4 Masifuk Zuhdi, Studi Islam Jilid III: Muamalah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,
1993), hal. 9
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muamalah ini akan selalu berkembang sesuai waktu dan tempat.5 Jual beli

juga merupakan sarana tolong menolong antara sesama manusia, sehingga

Islam menetapkan kebolehannya sebagaimana dalam banyak keterangan al-

Qur’an dan Hadis Nabi yang menetapkan adanya kehalalan jual beli dan

mengharamkan riba.

Dalam jual beli, para pedagang dijanjikan dengan kedudukan tinggi

dan pahala yang sangat besar di sisi Allah SWT, karena biasanya pedagang

tergoda untuk berlaku rakus, tamak, mendapatkan laba dengan segala cara.

Prinsip “uang harus melahirkan uang”. Juga “keuntungan harus

mendatangkan keuntungan yang lebih besar”. Karena itu, barang siapa tegar

di atas batas-batas kejujuran dan amanah, dia adalah mujahid dalam

memerangi hawa nafsunya. Dia berhak mendapat kedudukan sebagaimana

kedudukan mujahid.6

Sebagaimana diketahui bahwa di kalangan masyarakat bisnis

termasuk yang beragama Islam seolah perdagangan yang dilakukan terlepas

dari soal surga dan neraka di akhirat. Masyarakat bisnis dan perdagangan kita

kurang atau tidak terbiasa berfikir dalam konteks bisnis adalah lahan ibadah

muamalah.

Secara institusional sebagian masyarakat kita telah terbiasa bahkan

seolah berpahala di akhirat. Kegiatan bisnis hanyalah kegiatan duniawi saja

tidak korelasi dan konsekuensi kehidupan di akhirat. Kondisi ini memang

sejak lama terkondisikan karena dijajah oleh kaum sekuler, baik secara politik

5 Hamzah, Ya’qub, Kode Etik Dagang Menurut Islam (Pola Pembinaan Dalam Hidup
Berekonomi), (Bandung CV. Diponegoro, 1992), hal. 25

6 Qomarul Huda, Fiqh Muamalah, (Yogyakarta: Teras, 2009), hal. 45
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maupun ekonomi.7 Sistem nilai syariah sebagai filter moral bisnis bertujuan

untuk menghindari berbagai penyimpangan moral bisnis dengan menjauhi

tujuh pantangan dalam kegiatan usaha sebagai berikut.

Pertama, maysir yaitu segala bentuk spekulasi judi, yang mematikan

sektor riil dan tidak produktif. Kedua, asusila yaitu praktik usaha yang

melanggar kesusilaan dan norma sosial. Ketiga, gharar yaitu segala transaksi

yang tidak transparan dan tidak jelas sehingga berpotensi merugikan salah

satu pihak. Keempat, haram yaitu objek transaksi dan proyek usaha yang

diharamkan syariah. Kelima, riba yaitu segala bentuk distorsi mata uang

menjadi komoditas dengan mengenakan tambahan (bunga) pada transaksi

kredit atau pinjaman dan pertukaran/barter lebih antar barang ribawi sejenis.

Pelanggaran riba ini mendorong usaha yang berbasis kemitraan yang saling

menguntungkan dan kenormalan (sunatullah) bisnis, disamping menghindari

praktik pemerasan, eksploitasi dan penzoliman oleh pihak yang memiliki

posisi tawar tinggi terhadap pihak yang berposisi tawar rendah. Keenam,

ihtikar yaitu penimbunan dan monopoli barang dan jasa untuk tujuan

permainan harga. Ketujuh, berbahaya yaitu segala bentuk transaksi dan usaha

yang membahayakan individu maupun masyarakat serta bertentangan dengan

mashlahat dalam maqashid al-syariah.8

Sejalan dengan perkembangan zaman sekarang ini, persoalan jual beli

yang terjadi dalam masyarakat semakin meluas. Salah satunya adalah adanya

praktek jual beli ijon (jual beli tanaman, buah-buahan, yang belum siap untuk

7 Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah, (Jakarta: Kencana, 2002), hal. 123
8 Yusuf al-Qardhawi, Norma dan Etika Ekonomi Islam, diterjemahkan oleh Zainal Arifin

dan Dahlia Husin, cet. 1, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hal. 74
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dipanen). Ternyata praktek jual beli ini bukan hanya terjadi pada saat ini saja,

akan tetapi sudah ada sejak zaman Rasulullah saw juga sudah ada.

Permasalahan ijon secara hukum sudah tertera jelas dalilnya, akan

tetapi permasalahan ini tetap dibahas oleh para fuqaha mengingat di dalam

jual beli ijon sendiri terdapat banyak permasalahan baik dari perluasan hukum

yang sudah ada maupun adanya ijon dalam bentuk lain dari ijon pada zaman

Nabi. Jual beli ijon ini masih sangat kerap di temui pada masyarakat

perdesaan, dan praktek seperti ini lebih banyak berlaku pada buah-buahan.

Menurut Hukum Perdata jual beli tanaman atau buah-buahan yang masih

muda atau belum layak dipanen, boleh atau sah. Sedangkan menurut Hukum

Islam berpendapat bahwa jual beli sebelum tampak matang hukumnya bathil.9

Dalam hal jual beli, Islam juga telah menetapkan aturan-aturan

hukumnya seperti yang telah diajarkan oleh Nabi SAW, baik mengenai

rukun, syarat, maupun jual beli yang diperbolehkan ataupun yang tidak

diperbolehkan. Dengan perkembangan jual beli yang semakin berkembang ini

tentunya pembeli harus lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi jual

beli.10

Suatu kenyataan di tengah masyarakat, bahwa jual beli yang terjadi

khususnya di Desa Ngepung Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk,

memang sama dengan jual beli pada umumnya, yakni dilakukan atas dasar

rela satu sama lain. Namun, dalam hal jual beli ijon di desa yang notabenenya

9 Suhendi, Hendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993), hal. 56
10 Safuddin, Fiqh Islam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hal. 82
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menerapkan Hukum Perdata sesuai kesepakatan antara penjual dan pembeli,

mereka melakukan praktek tersebut dengan berbagai alasan.

Diantara alasan dilakukannya jual beli tersebut ialah agar buah

tersebut tidak laku terjual oleh orang lain maka dia membelinya terlebih

dahulu. Selain itu, mengingat harganya yang sedikit lebih murah dibanding

dengan ketika membeli di pasar. Karena mayoritas mereka melakukan

praktek ijon ini juga membelinya dengan jumlah yang cukup banyak, maka

meminta harga dengan serendah-rendahnya. Mereka melakukan praktek

demikian dengan membayar uangnya ketika akad (membayar di muka)

dengan barang yang diambil ketika sudah layak panen/tua.11 Tetapi dalam

jarak waktu yang jauh antara kedua belah pihak membuat sebuah perjanjian

yang sudah disepakati. Dengan tujuan agar penjual percaya bahwa barang

tersebut benar-benar dibeli dan tidak akan dijual ketika buah tersebut ditawar

orang lain. Oleh karena itu menurut Hukum Islam jual beli ijon tidak

diperbolehkan tetapi dalam masyarakat masih banyak yang menerapkan jual

beli ijon terutama masyarakat pedesaan, maka ini menjadi perhatian untuk

dikaji hukum Jual beli buah mangga dengan sistem Ijon yang dilakukan

menurut Hukum Perdata dan  Hukum Islam.

Berdasarkan konteks penelitian tersebut, peneliti merasa tertarik untuk

melakukan penelitian lebih lanjut atas masalah tersebut. Penulis

menuangkannya dalam sebuah penelitian yang berjudul “Jual Beli Buah

Mangga dengan Cara Ijon Menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam

11 Mardalis, Fiqh Ekonomi Syariah, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), hal. 34
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(Studi Kasus di Desa Ngepung Kecamatan Patianrowo Kabupaten

Nganjuk)”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian di atas, maka yang menjadi fokus

penelitian ini tentang jual beli ijon dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan jual beli buah Mangga dengan cara ijon di Desa

Ngepung Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk?

2. Bagaimana pelaksanaan jual beli buah Mangga dengan cara ijon di Desa

Ngepung Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk menurut Hukum

Perdata?

3. Bagaiamana pelaksanaan jual beli buah Mangga dengan cara ijon di Desa

Ngepung Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk menurut Hukum

Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian yang

ingin dicapai adalah:

1. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan jual beli buah Mangga dengan cara

ijon di Desa Ngepung Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk.

2. Untuk menganalisis pelaksanaan jual beli buah Mangga dengan cara ijon

di Desa Ngepung Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk menurut

Hukum Perdata.
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3. Untuk menganalisis pelaksanaan jual beli buah Mangga dengan cara ijon

di Desa Ngepung Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk menurut

Hukum Islam.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini ada 2 yaitu secara teoritis dan praktis.

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian ilmiah

terkait jual beli yang sesuai syariat Islam dan memperjelas hukum Islam

terkait dengan jual beli khususnya jual beli buah-buahan dengan cara ijon.

2. Secara Praktis

a. Penjual

Pada akhirnya mereka lebih bisa menilai bagaimana transaksi

yang akan dilakukanya khususnya buat penjual maupun yang

melaksanakan jual beli dan berguna untuk mengisi ruang kajian yang

masih kosong.

b. Pembeli

Agar masyarakat dapat mengetahui adanya praktek jual beli ijon

yang dilakukan ini telah sesuai dengan hukum Islam.

c. Peneliti selanjutnya

Dapat dijadikan sebagai bahan atau referensi dalam menyikapi

hal-hal di masyarakat dan menambah wawasan kepada pembaca untuk



9

memahami hukum Jual beli buah Mangga dengan cara ijon Studi Kasus

di Desa Ngepung Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk.

d. Masyarakat

Hendaknya penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan

mengenai pentingnya pemahaman akan obyek penelitian untuk

kemudian bisa diterapkan dengan sebaik-baiknya.

E. Penegasan Istilah

Untuk memudahkan memahami judul penelitian ini, maka perlu

dijelaskan beberapa istilah sebagai berikut:

1. Konseptual

a. Jual beli ijon

Adalah jual beli yang dilakukan oleh kedua belah pihak dimana

disebutkan bahwa barang yang diperjual belikan belum pasti.12

b. Hukum Perdata

Adalah segala peraturan hukum yang mengatur hubungan

hukum antara orang yang satu dan orang yang lain.13

c. Hukum Islam

Adalah peraturan yang dirumuskan berdasar wahyu Allah SWT

dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku mukallaf yang diakui dan

berlaku serta mengikat bagi semua pemeluk Islam untuk mengatur

12 Suhendi, Hendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Grafindo, 2007), hal. 68
13 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,

2000), hal. 1
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kehidupan manusia di tengah alam semesta untuk mencapai

ketentraman hidup di dunia dan keselamatan serta kebahagiaan hidup di

akhirat.14

2. Operasional

Suatu kenyataan di tengah masyarakat, bahwa jual beli yang

terjadi khususnya di Desa Ngepung Kecamatan Patianrowo Kabupaten

Nganjuk, memang sama dengan jual beli pada umumnya, yakni

dilakukan atas dasar rela satu sama lain. Penulis membahas terkait

bagaimana pelaksanaan jual beli buah mangga dengan cara ijon di Desa

Ngepung Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk, bagaimana

pelaksanaan jual beli buah mangga dengan cara ijon di Desa Ngepung

Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk menurut Hukum Perdata,

bagaimana pelaksanaan jual beli buah mangga dengan cara ijon di Desa

Ngepung Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk menurut Hukum

Islam.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini terbagi dalam lima bab,

antara bab satu dan bab lain merupakan satu kesatuan utuh dan saling

berkaitan. Masing-masing bab terbagi dalam sub bab untuk mempermudah

pemahaman, maka susunannya dapat dijelaskan di bawah ini:

14 Veithzal Rivai, Islamic Transaction Law In Busines, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), hal.
189
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Bab I Pendahuluan yang terdiri dari konteks penelitian, fokus

penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, dan

sistematika pembahasan. Bagian ini dimaksudkan sebagai tahap pengenalan

dan deskripsi permasalahan serta langkah awal yang memuat kerangka dasar

teoritis yang akan dikembangkan dan bab-bab berikutnya.

Bab II Kajian Pustaka dalam bab ini terdiri dari sub bab diantaranya

jual beli menurut hukum Perdata dan menurut Hukum Islam yang memuat

pengertian jual beli, landasan hukum jual beli, syarat dan rukun yang harus

dipenuhi dalam jual beli, macam-macam jual beli, dan hikmah dari

pelaksanaan jual beli, hasil penelitian terdahulu seputar jual beli dengan cara

tebasan atau borongan. Bab ini merupakan kajian literer dari beberapa

literatur yang ada, yang dimaksudkan untuk memberikan penyajian teori yang

dianutdan juga berkembang dalam kaitannya dengan permasalahan dalam

penelitian.

Bab III Metode Penelitian membahas mengenai gambaran umum

tentang pola atau jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti,

sumber data, teknik pengumpulan data, teknis analisis data, teknik

pengecekan keabsahan data, tahap-tahap penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian, merupakan pembahasan secara menyeluruh

dari laporan penelitian, di sini peneliti memberikan laporan hasil penelitian

yang mencakup, paparan data, temuan penelitian dan analisis temuan

penelitinan.
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Bab V Pembahasan, merupakan temuan dari hasil penelitian yang

membahas tentang pelaksanaan jual beli buah Mangga dengan cara ijon di

Desa Ngepung Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk, pelaksanaan jual

beli buah Mangga dengan cara ijon di Desa Ngepung Kecamatan Patianrowo

Kabupaten Nganjuk menurut Hukum Perdata, pelaksanaan jual beli buah

Mangga dengan cara ijon di Desa Ngepung Kecamatan Patianrowo

Kabupaten Nganjuk menurut Hukum Islam.

Bab VI Penutup, dalam bab terakhir ini peneliti menyajikan ringkasan

dari keseluruhan pembahasan penelitian yang dilengkapi dengan kesimpulan

dan saran, daftar pustaka, dan lampiran-lampiran yang dianggap perlu.


